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ABSTRACT

Indragiri Hilir Regency is the largest coconut production center in Indonesia, covering 303,927 hectares
of plantation area with an annual production exceeding 450 million coconuts. Despite this enormous
potential, most farmers still sell raw coconuts at Rp 1,200-2,200 per nut, while processed products can
yield value additions of 300-600%. This study aims to analyze the role of local government and to
identify constraints and solutions in coconut-based economic empowerment. A descriptive qualitative
method with a phenomenological approach was employed through in-depth interviews, observation, and
documentation. Findings indicate that the local government's roles as regulator, facilitator, dynamisator,
and catalyst have not been implemented in an integrated or optimal manner. Training programs remain
sporadic, downstream processing is underdeveloped, and farmers' market access is severely constrained
by middlemen and monopsonistic market structures. Overall, coconut-based economic empowerment in
Indragiri Hilir remains at the capacity building stage and has not yet reached the stage of genuine
empowerment. Successful empowerment requires integrated upstream-downstream policies, human
resource development, market access, and sustainable economic institutional support.

Keywords: Local Government Role, Economic Empowerment, Coconut Management, Indragiri Hilir,
Downstream Processing

ABSTRAK

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan sentra produksi kelapa terbesar di Indonesia dengan luas
perkebunan mencapai 303.927 hektar dan produksi lebih dari 450 juta butir per tahun. Meskipun
potensinya sangat besar, sebagian besar petani masih menjual kelapa dalam bentuk mentah dengan harga
Rp 1.200-2.200 per butir, sementara nilai tambah produk olahannya bisa mencapai 300-600% lebih
tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah daerah dan mengungkap kendala serta
solusi dalam pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif
dengan pendekatan fenomenologis melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan
katalisator belum berjalan secara optimal dan terintegrasi. Pelatihan yang diberikan masih bersifat
sporadis, hilirisasi belum berkembang, dan akses pasar petani sangat terbatas akibat dominasi tengkulak
dan struktur pasar monopsonistis. Secara keseluruhan, pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa di
Kabupaten Indragiri Hilir masih berada pada tahap penguatan kapasitas (capacity building) dan belum
mencapai tahap kemandirian (empowerment). Keberhasilan pemberdayaan membutuhkan integrasi
kebijakan hulu-hilir, penguatan SDM, akses pasar, dan kelembagaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Ekonomi, Pengelolaan Kelapa Indragiri Hilir,
Hilirisasi

PENDAHULUAN hektar, di mana sekitar 80% di

Kabupaten Indragiri Hilir, yang antaranya merupakan kebun rakyat.
dikenal dengan julukan  "Negeri Provinsi Riau, dengan Kabupaten
Hamparan Kelapa Dunia", merupakan Indragiri Hilir sebagai kontributornya,
sentra produksi kelapa terbesar di mencatatkan produksi kelapa sebesar
Indonesia. Berdasarkan data Badan 395 ribu ton pada tahun 2021 tertinggi
Pusat  Statistik (BPS) Kabupaten secara nasional dari total produksi
Indragiri Hilir (2023), luas perkebunan kelapa Indonesia sebesar 2,85 juta ton
kelapa di daerah ini mencapai 303.927 (BPS, 2022). Secara keseluruhan,
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komoditas kelapa menjadi tumpuan
ekonomi bagi sekitar 70% masyarakat
Kabupaten Indragiri Hilir.

Namun demikian, potensi besar
tersebut belum diterjemahkan menjadi
kesejahteraan yang memadai bagi
petani. Persoalan mendasar yang
dihadapi adalah rendahnya nilai tambah
produk kelapa. Sebagian besar hasil
panen masih dijual dalam bentuk
mentah, yakni kelapa bulat atau kopra,
tanpa melalui proses pengolahan
lanjutan. Data empiris menunjukkan
bahwa harga kelapa di tingkat petani
pada tahun 2023 hanya berkisar Rp
1.200-2.200 per butir (BPS Kabupaten
Indragiri Hilir, 2023), sementara produk
olahannya seperti desiccated coconut
diekspor dengan nilai setara Rp 7.000—
9.000 per butir. Artinya, nilai tambah
produk turunan kelapa lebih banyak
dinikmati oleh industri pengolahan dan
pelaku  perdagangan  dibandingkan
petani sebagai produsen bahan baku
utama, karena petani umumnya masih
menjual kelapa dalam bentuk primer
dengan nilai tambah yang rendah
(Awami & Layaliya Faza, 2025; N.
Kairupan et al., 2023).

Fenomena fluktuasi harga kelapa
menjadi isu yang berulang dan
melemahkan daya tahan ekonomi
petani. Pada awal tahun 2026, harga
kelapa di Indragiri Hilir anjlok ke
kisaran Rp 2.700-2.900 per kilogram
dari sebelumnya Rp 4.500-4.700 per
kilogram pada awal Januari 2026,
sehingga ratusan ribu petani terancam
jatuh ke dalam kemiskinan (Rusdi et al.,
2021a, 2021b). Tingkat inflasi daerah
pada awal tahun 2026 bahkan mencapai
di atas 6%, salah satunya dipicu oleh
penurunan daya beli akibat anjloknya
harga komoditas kelapa. Kondisi ini
mempertegas urgensi intervensi
pemerintah daerah dalam membangun
sistem ekonomi kelapa yang lebih
tangguh.
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Tingkat inflasi daerah pada awal
tahun 2026 bahkan mencapai di atas
6%, salah satunya dipicu oleh
penurunan daya beli akibat anjloknya
harga komoditas kelapa. Kondisi ini
mempertegas urgensi intervensi
pemerintah daerah dalam membangun
sistem ekonomi kelapa yang lebih
tangguh.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas
sumber daya manusia (SDM), minimnya

akses teknologi pengolahan, serta
lemahnya jaringan distribusi  dan
pemasaran  semakin  memperparah

kondisi tersebut. Struktur pasar yang
bersifat monopsonistis di mana harga
ditentukan secara sepihak oleh pembeli
dominan menyebabkan petani tidak
memiliki daya tawar yang memadai
(Aris et al., 2016). Dalam konteks ini,
peran pemerintah daerah menjadi sangat
krusial. Pemerintah  dituntut tidak
sekadar hadir sebagai regulator formal,
tetapi  juga  sebagai  fasilitator,
dinamisator, dan katalisator yang aktif
mendorong  transformasi  ekonomi
berbasis kelapa dari sektor hulu menuju
hilirisasi yang bernilai tambah tinggi.
Meskipun  penelitian  tentang
komoditas kelapa dan
pengembangannya telah cukup banyak,
kajian yang secara khusus menganalisis
peran pemerintah daerah dalam proses
pemberdayaan ekonomi berbasis kelapa
terutama dengan pendekatan kualitatif
yang menggali pengalaman empiris di
lapangan  masih  relatif  terbatas.
Penelitian-penelitian sebelumnya
umumnya berfokus pada aspek teknis
produksi, strategi ekonomi makro, atau

dampak kebijakan, namun belum
mengintegrasikan dimensi
pemberdayaan = masyarakat  secara

komprehensif dalam kerangka rantai
nilai kelapa dari hulu hingga hilir
(Syarifuddin, 2022). Oleh karena itu,
penelitian ini  hadir untuk mengisi
kesenjangan tersebut sekaligus
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memberikan rekomendasi praktis bagi
penguatan peran pemerintah daerah.

TINJAUAN PUSTAKA
Peran Pemerintah Daerah dalam
Pembangunan Ekonomi Lokal

Dalam kerangka otonomi daerah
yang diatur melalui Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan ~ Daerah,  pemerintah
daerah tidak lagi sekadar menjadi

pelaksana kebijakan pusat. Pemerintah
daerah dituntut menjadi aktor utama

dalam mendorong pembangunan
ekonomi  lokal  berbasis  potensi
unggulan wilayah. Ndraha (2004)

mengklasifikasikan peran pemerintah ke
dalam empat fungsi utama: regulator,
fasilitator, dinamisator, dan katalisator.
Sebagai regulator, pemerintah
daerah  merumuskan kebijakan dan
menciptakan iklim yang kondusif bagi
kegiatan ekonomi, termasuk penetapan
tata niaga, standardisasi produk, dan

kebijakan insentif investasi. Sebagai
fasilitator, pemerintah menyediakan
sarana-prasarana, layanan pelatihan,

akses permodalan, dan pendampingan
usaha. Peran ini  mencerminkan
pergeseran paradigma dari
"government” menuju "governance”, di
mana pemerintah lebih berperan sebagai

pihak yang memberdayakan aktor
lainnya. Sebagai dinamisator,
pemerintah menggerakkan partisipasi
masyarakat melalui sosialisasi,
pembinaan  kelompok usaha, dan

penguatan kelembagaan lokal. Sebagai
katalisator, pemerintah mempercepat
pembangunan melalui sinergi antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat,
termasuk dalam mendorong investasi,
inovasi, dan kemitraan  strategis
(Ndraha, 2004; Rasyid, 2000).
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Konsep Pemberdayaan Ekonomi
Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat

(community empowerment) merupakan
proses untuk meningkatkan kemampuan
individu atau  kelompok  dalam
mengelola potensi yang dimiliki guna
memperbaiki kualitas hidupnya. Suharto
(2017) mendefinisikan pemberdayaan
sebagai proses sekaligus tujuan: sebagai
proses, ia merupakan serangkaian
kegiatan untuk memperkuat kelompok
lemah; sebagai tujuan, ia mengarah pada
terciptanya kemandirian, pengetahuan,
dan kemampuan memenuhi kebutuhan
secara ekonomi dan sosial.

Proses pemberdayaan berlangsung
melalui  tiga tahapan  bertingkat.
Pertama, tahap penyadaran (awareness),
yakni upaya menumbuhkan kesadaran
masyarakat terhadap potensi dan
permasalahan yang dihadapi melalui
sosialisasi dan edukasi. Kedua, tahap
penguatan kapasitas (capacity building),
yang Dberfokus pada peningkatan
pengetahuan, keterampilan, dan akses
sumber daya melalui pelatihan dan
pendampingan. Ketiga, tahap
kemandirian (independence), di mana
masyarakat telah mampu mengambil
keputusan dan mengelola sumber daya
secara mandiri tanpa ketergantungan
pada pihak luar. Ketiga tahap ini
merupakan prasyarat bagi keberhasilan
pemberdayaan ekonomi yang
berkelanjutan (Suharto, 2017).

Rantai Nilai Kelapa dan Ekonomi
Berbasis Komoditas

Dalam perspektif rantai nilai
(value chain), pengembangan ekonomi
berbasis komoditas kelapa mencakup
keterkaitan  aktivitas  sektor  hulu
(upstream) seperti budidaya, penyediaan
bibit, dan panen dengan sektor hilir
(downstream) yang meliputi pengolahan
produk, distribusi, hingga pemasaran
guna menciptakan nilai tambah ekonomi
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yang berkelanjutan bagi masyarakat dan
daerah penghasil kelapa (Elfahmi et al.,
2024). Penguatan rantai nilai ini terbukti
mampu  meningkatkan kesejahteraan
petani secara signifikan. Aris (2016)
menemukan bahwa investasi di sektor
industri  kelapa skala rumah tangga
mampu meningkatkan pendapatan rata-
rata rumah tangga petani sebesar 4,81%,
lebih tinggi dibandingkan investasi di
sektor industri skala besar (3,77%). Hal
ini menegaskan pentingnya hilirisasi
berbasis komunitas dalam struktur
ekonomi Indragiri Hilir.

Produk turunan kelapa memiliki
rentang nilai ekonomi yang sangat luas,
mulai dari kopra, Virgin Coconut Oil
(VCO), santan kemasan, tepung kelapa,
arang tempurung, cocopeat, hingga
oleokimia untuk industri kosmetik dan
bioenergi. Hilirisasi komoditas kelapa
yang terintegrasi dari hulu ke hilir
menjadi  strategi  nasional  dalam
meningkatkan produktivitas, kualitas
produk, dan daya saing industri kelapa
Indonesia di pasar global (Kementerian
Pertanian RI, 2022).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian sebelumnya
relevan dengan topik kajian ini.
Syarifuddin (2022) mengkaji strategi
pengembangan ekonomi masyarakat
berbasis kelapa di Indragiri Hilir dan
menemukan bahwa  sekitar  70%
masyarakat bergantung pada komoditas
kelapa, namun fluktuasi harga dan
lemahnya hilirisasi menjadi hambatan
utama. Penelitian terbaru menunjukkan
bahwa pemberdayaan petani kelapa oleh
pemerintah daerah dan lembaga terkait
masih menghadapi berbagai kendala,
terutama pada aspek  sosialisasi
program, pelatihan keterampilan
pengolahan, pendampingan usaha, serta
pengembangan produk bernilai tambah
yang berkelanjutan (Basuki et al., 2023).
Studi terbaru menunjukkan bahwa
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rendahnya pengembangan hilirisasi
komoditas kelapa menyebabkan petani
masih berada pada posisi price taker,
karena sebagian besar produk dijual
dalam bentuk bahan mentah dengan
nilai tambah yang rendah sehingga
pendapatan petani tidak berkembang
secara signifikan (Iswantara et al.,
2024). Aris (2016) membuktikan bahwa
sektor kelapa memiliki dampak besar
terhadap pembentukan output dan
penyerapan tenaga kerja di Indragiri
Hilir, namun terjadi kebocoran wilayah
akibat dominasi industri pengolahan
skala besar. Suprianto dan Chandra
(2023) menemukan bahwa kurangnya
koordinasi antara Dinas Perkebunan
dengan petani menjadi faktor utama
belum maksimalnya strategi pemerintah

dalam  meningkatkan kesejahteraan
petani kelapa.

Berdasarkan  kajian  tersebut,
terdapat kesenjangan penelitian

(research gap) yang menjadi kebaruan
(novelty) penelitian ini: belum ada
kajian yang secara komprehensif
mengintegrasikan analisis peran

pemerintah daerah melalui keempat
fungsinya (regulator, fasilitator,
dinamisator, katalisator) dalam
kerangka  pemberdayaan  ekonomi
berbasis kelapa dari hulu hingga hilir,
dengan  menggunakan  pendekatan
fenomenologis yang menggali

pengalaman empiris di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ~ ini  menggunakan
pendekatan kualitatif deskriptif dengan
paradigma fenomenologis. Pilihan ini
didasarkan pada  tujuan untuk
memahami secara mendalam fenomena
sosial yang terjadi dalam konteks
pemberdayaan ekonomi  masyarakat
berbasis kelapa, khususnya terkait peran
pemerintah daerah. Menurut Moleong
(2021), penelitian kualitatif bertujuan
memahami fenomena yang dialami
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subjek penelitian secara holistik dalam
konteks alamiahnya. Pendekatan
fenomenologis yang berakar dari
pemikiran Husserl digunakan untuk
menggali makna pengalaman subjektif
informan terkait program pemberdayaan
yang dirasakan.

Penelitian dilaksanakan di
Kabupaten Indragiri  Hilir, Provinsi
Riau, yang dipilih karena statusnya
sebagai sentra produksi kelapa terbesar
di  Indonesia.  Lokasi  penelitian
mencakup beberapa kecamatan yang
menjadi  pusat  perkebunan  dan
pengolahan  kelapa, antara lain
Tempuling, Concong, Kateman,
Tembilahan, Mandah, dan Gaung.

Penentuan informan menggunakan
teknik purposive sampling (Sugiyono,
2022), dengan kriteria keterlibatan
langsung dalam proses pemberdayaan
ekonomi berbasis kelapa. Informan
terdiri atas; 1. aparatur Dinas
Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
2. pelaku UMKM berbasis kelapa; 3.
petani kelapa dari berbagai kecamatan;
dan 4. tokoh masyarakat yang memiliki
pengaruh  sosial dan  pemahaman
mendalam tentang dinamika lokal.

Pengumpulan  data  dilakukan
melalui tiga teknik, yakni wawancara

mendalam (in-depth interview) semi-
terstruktur, observasi non-partisipatif,
dan studi dokumentasi. Analisis data
menggunakan model interaktif Miles et
al. (2014) yang mencakup pengumpulan
data, kondensasi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Keabsahan data diuji melalui triangulasi
sumber dan triangulasi metode.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Ekonomi Kelapa
di Kabupaten Indragiri Hilir

Struktur perekonomian Kabupaten
Indragiri Hilir masih bertumpu pada
sektor primer, khususnya pertanian,
kehutanan, dan  perikanan  yang
berkontribusi sebesar 48,72% terhadap
PDRB pada tahun 2023. Sektor industri
pengolahan hanya berkontribusi 8,64%,
mengindikasikan bahwa transformasi
dari ekonomi berbasis bahan mentah
menuju ekonomi berbasis nilai tambah
belum berlangsung secara signifikan
(BPS Kabupaten Indragiri Hilir, 2023).
Pertumbuhan ekonomi daerah hanya
mencapai 3,17% pada tahun 2023,
angka yang relatif rendah mengingat
besarnya potensi sumber daya alam
yang dimiliki.

Tabel 1. Struktur PDRB Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

No Sektor Usaha PDRB (%)

1  Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 48,72

2  Pertambangan dan Penggalian 3,15

3 Industri Pengolahan 8,64

4 Konstruksi 6,35

5 Perdagangan Besar dan Eceran 10,21

6  Transportasi dan Pergudangan 4,17

7 Administrasi Pemerintahan 4,92

8  Sektor Lainnya 13,84
Total 100

Sumber: Diolah dari publikasi PDRB BPS Kabupaten Indragiri Hilir (2023)

Perkebunan kelapa di Kabupaten
Indragiri Hilir mencakup areal seluas
303.927 hektar, dengan 80% di

antaranya merupakan kebun rakyat.
Namun, produktivitas  perkebunan
kelapa menghadapi tantangan serius
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akibat dominasi tanaman tua yang telah
melewati usia produktif serta kerusakan
lahan perkebunan yang dipengaruhi
abrasi dan degradasi lingkungan pesisir
sehingga berdampak pada penurunan
hasil produksi petani (Vaulina et al.,
2024). Di sisi pemasaran, dominasi PT.
Pulau Sambu (bagian dari Salim
Group) yang telah beroperasi sejak
1970-an menjadikan struktur pasar
bersifat monopsonistis, di mana petani
tidak memiliki alternatif pembeli dan
terpaksa  menerima  harga yang
ditetapkan secara sepihak.

Peran Pemerintah Daerah dalam

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis

Kelapa

1. Peran sebagai Regulator
Pemerintah daerah telah

menetapkan sejumlah kebijakan terkait
sektor perkebunan dan pengolahan
kelapa dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Program-program ini mencakup
peningkatan  produksi, penyuluhan
pertanian, dan pengembangan industri
kecil berbasis kelapa. Namun, hasil
penelitian ~ lapangan  menunjukkan
bahwa kebijakan yang ada belum
terintegrasi  secara sistemik dalam
mendorong transformasi dari ekonomi
hulu menuju hilirisasi.

Di Kecamatan Gaung (Desa
Lahang Hulu), ditemukan bahwa petani
masih menjual kelapa dalam bentuk
mentah karena belum ada kebijakan
konkret yang mendorong pengolahan
hasil panen di tingkat lokal. Ketiadaan
regulasi tata niaga yang melindungi
harga minimum petani menyebabkan
posisi tawar masyarakat sangat lemah
di hadapan pengepul. Kondisi ini
sejalan dengan temuan Suprianto dan
Chandra (2023) yang menyimpulkan
bahwa kurangnya koordinasi antara
Dinas Perkebunan dan petani menjadi
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faktor penghambat utama implementasi

kebijakan.

Dalam perspektif teori
pemberdayaan, peran regulator
seharusnya ~ mampu  menciptakan

ekosistem kebijakan yang mendukung
transformasi  dari  raw  material
economy menuju value-added
economy. Ketidakterpaduan kebijakan
hulu-hilir menyebabkan petani tetap
terperangkap dalam posisi lemah dalam
rantai nilai (Ndraha, 2004).

2. Peran sebagai Fasilitator

Pemerintah daerah melalui Dinas
Perkebunan  telah melaksanakan
berbagai program fasilitasi, antara lain
pelatihan pengolahan kelapa menjadi
kopra dan produk turunan lainnya, serta
distribusi bantuan alat produksi kepada
kelompok masyarakat dan UMKM.
Namun, implementasi di lapangan
menunjukkan  beberapa kelemahan
mendasar.

Di  Kecamatan  Tempuling,
bantuan alat pengolahan kelapa
diberikan kepada kelompok usaha
masyarakat, tetapi tidak diikuti dengan
pendampingan teknis lanjutan.
Akibatnya, alat  tersebut tidak
dimanfaatkan secara optimal karena

masyarakat belum memahami cara
pengoperasian  yang  benar.  Di
Kecamatan Mandah, pelatihan

pengolahan kelapa hanya dilaksanakan
satu kali dalam satu tahun anggaran,
tanpa tindak lanjut berupa
pendampingan intensif. Masyarakat
memperoleh pengetahuan dasar tetapi
tidak memiliki akses terhadap modal,
pasar, dan teknologi lanjutan, sehingga
tidak mampu mengembangkan usaha
secara mandiri. Temuan ini selaras
dengan penelitian Akhmad et al. (2024)
yang menunjukkan bahwa program
pemberdayaan petani kelapa melalui
penyuluhan dan pelatihan belum
berjalan  optimal karena  masih
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rendahnya inovasi pengolahan produk
kelapa serta keterbatasan kapasitas dan
kompetensi petani.

Peran fasilitator seharusnya tidak
berhenti pada pemberian bantuan fisik,
tetapi mencakup transfer pengetahuan,

teknologi, dan akses pasar yang
berkelanjutan. Tanpa keberlanjutan
program, fasilitasi hanya bersifat

simbolik dan tidak menghasilkan
dampak ekonomi yang signifikan.

3. Peran sebagai Dinamisator
Sebagai dinamisator, pemerintah
daerah berupaya mendorong partisipasi

masyarakat melalui kegiatan
penyuluhan, pembinaan, dan
pendampingan kelompok tani. Namun,
intensitas dan kontinuitas

pendampingan masih sangat terbatas,
sehingga belum mampu mengubah pola
pikir masyarakat secara signifikan.

Di Kecamatan Concong, petani
masih menghadapi sistem pasar yang
tidak menguntungkan, di mana harga
ditentukan sepenuhnya oleh tengkulak
dalam struktur monopsoni. Kondisi ini
menyebabkan petani sulit keluar dari
ketergantungan pada sistem ekonomi
yang telah berjalan lama. Di
Kecamatan = Kempas, peningkatan
pendapatan petani justru dilakukan
secara mandiri melalui diversifikasi
usaha (kelapa dan nanas), bukan
melalui intervensi kolaboratif
pemerintah. Hal ini mengindikasikan
bahwa kapasitas dinamisasi pemerintah
masih belum efektif dalam membangun
kesadaran kritis dan mendorong inovasi
masyarakat.

4. Peran sebagai Katalisator

Peran Kkatalisator  pemerintah
daerah dalam menjalin kerja sama
lintas sektor (pemerintah, swasta,
lembaga keuangan, dan pasar) masih
sangat terbatas. Di  Kecamatan
Kateman, terdapat kemitraan antara
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kelompok petani kelapa dengan pelaku
usaha  pengolahan  kopra  yang
difasilitasi pemerintah daerah.
Kemitraan ini mampu meningkatkan
stabilitas harga dan kepastian pasar
bagi petani, meskipun skalanya masih
sangat terbatas dan belum berdampak
secara luas.

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir menyatakan
bahwa pemerintah  daerah  aktif
menjalin kemitraan dengan investor
untuk  mempercepat pengembangan
hilirisasi  kelapa, sejalan  dengan
kebijakan nasional yang menempatkan
hilirisasi kelapa sebagai bagian dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN) 2025-2045 vyang
didukung oleh Kementerian
PPN/Bappenas (Alkadafi et al., 2025;
PPID Kabupaten Indragiri Hilir, 2024;
Syah, 2023). Namun hingga saat
penelitian dilakukan, kolaborasi yang
nyata dengan pihak swasta dalam skala
signifikan belum terwujud secara
sistemik.

Bentuk Program Pemberdayaan dan
Implementasinya

Berdasarkan temuan lapangan,
program  pemberdayaan  ekonomi
berbasis kelapa mencakup empat
komponen utama: (1) pelatihan

pengolahan kelapa yang mencakup
pembuatan kopra, minyak Kkelapa,
keripik kelapa, dan produk turunan
lainnya; (2) bantuan modal dan alat
produksi kepada kelompok masyarakat
dan UMKM; (3) pengembangan
UMKM  berbasis kelapa melalui
pembentukan kelompok usaha dan
pelatihan kewirausahaan; serta 4. upaya
hilirisasi produk kelapa.

Meskipun program-program
tersebut telah dilaksanakan,
implementasinya menghadapi kendala
konsistensi. Penelitian di Kecamatan
Tembilahan ~ menunjukkan  bahwa
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hanya sebagian kecil pelaku UMKM
yang  berinisiatif ~ tinggi  mampu
mengembangkan hasil pelatihan
menjadi usaha nyata, seperti produksi
minyak kelapa dan keripik kelapa yang

dipasarkan melalui media sosial.
Keberhasilan tersebut lebih
dipengaruhi oleh faktor kapasitas

individu, bukan oleh sistem pelatihan
yang terstruktur dan berkelanjutan.

Penelitian Rizqi et al. (2025)
menunjukkan bahwa pengembangan
UMKM berbasis kelapa (manisan
kelapa gula aren) yang disertai
pendekatan inovatif dan learning by
doing mampu meningkatkan
pendapatan masyarakat dan
menciptakan lapangan kerja baru. Hal
ini menggarisbawahi bahwa
pendekatan berbasis komunitas yang
partisipatif dan berkelanjutan jauh lebih
efektif dibandingkan program top-
down yang bersifat satu arah.

dalam
Berbasis

Kendala Struktural
Pemberdayaan Ekonomi
Kelapa

Penelitian mengidentifikasi
empat kendala struktural yang saling

berkaitan dan membentuk lingkaran
permasalahan ~ yang  menghambat
pemberdayaan ekonomi:

Pertama, keterbatasan kapasitas
fiskal daerah menjadi salah satu
hambatan dalam optimalisasi program
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kondisi kapasitas fiskal yang terbatas
menyebabkan pemerintah daerah harus
membagi  prioritas anggaran ke
berbagai sektor pembangunan sehingga
alokasi bagi program pemberdayaan
ekonomi dan pengembangan komoditas

unggulan daerah  belum optimal
(Saparman et al., 2022).
Kedua, rendahnya  kualitas

sumber daya manusia menjadi kendala
dalam pemberdayaan ekonomi berbasis
kelapa. Tingkat pengetahuan dan
kapasitas petani yang masih terbatas
menyebabkan  kemampuan  dalam
menerima inovasi, mengembangkan
produk olahan, serta meningkatkan
nilai tambah ekonomi belum berjalan
optimal sehingga proses pemberdayaan
masih berada pada tahap penguatan
kapasitas (capacity building)
(Samsudin & Nurmasari, 2024).

Tabel 2. Kondisi Akses Pasar UMKM Berbasis Kelapa di Kabupaten Indragiri

Hilir

Aspek Akses Pasar

Kondisi Empiris

Jangkauan pasar

Lokal-regional (dominan)

Akses pasar nasional

Terbatas

Akses ekspor

Sangat terbatas (sebagian kecil UMKM)

Saluran distribusi

Tengkulak, pengepul, pasar tradisional

Pemanfaatan digital marketing

Rendah—-menengah

Kemitraan pasar

Masih terbatas

Hambatan utama

Logistik, sertifikasi, kualitas produk

Sumber: Data Hasil Wawancara dengan UMKM (2023-2024)

Ketiga, keterbatasan akses pasar.
Sebagian  besar  petani  masih
bergantung pada tengkulak dalam
menjual hasil panen dengan posisi
tawar yang lemah. Penelitian
menunjukkan bahwa tanpa
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pengembangan hilirisasi dan
pengolahan produk turunan, petani
kelapa cenderung tetap berada pada
posisi price taker Kkarena hanya
menjual kelapa dalam bentuk bahan
mentah dengan nilai tambah yang
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rendah, sedangkan pengolahan menjadi
produk seperti kopra terbukti mampu
meningkatkan nilai  tambah dan
pendapatan  petani secara lebih
signifikan (Andika & Iskandar, 2023).
Harga kelapa di wilayah sentra
produksi  seperti  Indragiri  Hilir
cenderung rendah pada tingkat petani
akibat terbatasnya akses transportasi,
tingginya biaya distribusi, serta
lemahnya sistem pemasaran dalam
rantai pasok. Kondisi ini menyebabkan
sebagian besar keuntungan tidak
dinikmati oleh petani, melainkan oleh
pelaku pada rantai distribusi dan
pemasaran (Nabillah et al., 2025;
Wahyudi et al., 2025).

Keempat, keterbatasan
infrastruktur. Kondisi geografis
Kabupaten Indragiri ~ Hilir  yang
didominasi wilayah perairan dan rawa
menyebabkan akses transportasi sangat
terbatas di sejumlah kecamatan. Di
Kecamatan Gaung, tingginya biaya
logistik ~ akibat  sulitnya  akses
transportasi menekan harga jual di
tingkat  petani. Kepala  Dinas
Perkebunan Provinsi Riau menyatakan
bahwa  wilayah  dengan  akses
transportasi terbatas cenderung
mengalami harga jual komoditas yang
lebih rendah akibat tingginya biaya
distribusi dan keterbatasan akses pasar,
yang pada akhirnya melemahkan posisi
tawar petani dalam rantai pasok
pertanian (Humang et al., 2023;
Wahyudi et al., 2025).
Upaya Mengatasi Kendala dan
Analisis Temuan

Pemerintah daerah telah
mengambil sejumlah langkah untuk
mengatasi kendala yang ada. Pertama,
kolaborasi dengan pihak swasta, yang
diwujudkan melalui kemitraan
kelompok petani dengan pelaku usaha
pengolahan kopra di Kecamatan
Kateman. Kedua, mendorong
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digitalisasi  pemasaran, di  mana
beberapa UMKM di Kecamatan
Tembilahan berhasil memanfaatkan
media sosial untuk menjangkau pasar
di luar daerah. Ketiga, penguatan
kelembagaan ekonomi  masyarakat
melalui pembentukan kelompok usaha
bersama di Kecamatan Kempas.
Namun demikian, ketiga upaya
tersebut masih menghadapi kendala
dalam hal integrasi kebijakan, kapasitas
SDM dalam mengadopsi inovasi, dan

keterbatasan infrastruktur teknologi.
Dunan et al. (2024) menunjukkan
bahwa digitalisasi UMKM dapat

meningkatkan akses pasar dan efisiensi
pemasaran, namun keberhasilannya
sangat bergantung pada peningkatan
literasi digital masyarakat yang masih
perlu diperkuat.

Secara analitis, hasil penelitian
menunjukkan empat pola
ketidakseimbangan. Pertama, sebagai
regulator: kebijakan belum terintegrasi
dari hulu ke hilir. Kedua, sebagai
fasilitator: program ada tetapi tidak
berkelanjutan. Ketiga, sebagai
dinamisator: pendampingan lemah dan
perubahan mindset belum terwujud.
Keempat, sebagai katalisator:
kolaborasi lintas sektor masih terbatas.
Ketidakseimbangan ini menyebabkan
program pemberdayaan berjalan secara
parsial dan tidak menghasilkan dampak
transformatif.

Dalam perspektif teori
pemberdayaan Suharto (2017), proses
pemberdayaan ~ ekonomi  berbasis
kelapa di Indragiri Hilir baru mencapai
tahap penyadaran dan  sebagian
penguatan kapasitas, namun belum
mencapai tahap kemandirian. Hal ini
tercermin dari ketergantungan
masyarakat yang masih tinggi pada
bantuan pemerintah, rendahnya inovasi
pengolahan produk, dan keterikatan
pada pasar tradisional  melalui
tengkulak. Aris (2016) membuktikan
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secara empiris bahwa sektor kelapa di
Indragiri Hilir mengalami kebocoran
wilayah yang signifikan, di mana nilai
tambah lebih banyak mengalir ke luar
daerah  daripada dinikmati  oleh
masyarakat lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan, dapat ditarik lima
simpulan utama. Pertama, peran
pemerintah daerah sebagai regulator,
fasilitator, dinamisator, dan katalisator
dalam pemberdayaan ekonomi berbasis
kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir
belum berjalan secara optimal dan
terintegrasi. Kebijakan masih
berorientasi  pada  sektor  hulu,
sementara penguatan hilirisasi belum
berkembang secara maksimal.

Kedua, program pemberdayaan
yang dilaksanakan meliputi pelatihan
pengolahan kelapa, bantuan modal dan
alat, pengembangan UMKM, dan
upaya hilirisasi sudah beragam namun
belum efektif dalam jangka panjang
akibat sifatnya yang sporadis dan tidak
berkelanjutan.

Ketiga, kendala pemberdayaan

bersifat struktural dan
multidimensional, mencakup
keterbatasan anggaran daerah,

rendahnya kualitas SDM, terbatasnya
akses pasar, dan infrastruktur yang
belum memadai. Kendala-kendala ini
saling berkaitan dan membentuk
lingkaran  kemiskinan yang sulit
diputus tanpa intervensi sistemik.

Keempat, upaya pemerintah
daerah  berupa kolaborasi dengan
swasta, digitalisasi pemasaran, dan
penguatan kelembagaan telah
dilakukan namun belum terintegrasi
secara sistematis. Dampaknya masih
sangat terbatas dan bergantung pada
kapasitas SDM lokal.

Kelima, secara keseluruhan,
pemberdayaan  ekonomi  berbasis

kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir
masih berada pada tahap capacity
building dan belum mencapai tahap
kemandirian. Proses pemberdayaan
yang berhasil mensyaratkan ekosistem
ekonomi yang terintegrasi dari hulu
hingga hilir, yang mencakup kebijakan
terpadu, peningkatan SDM, akses pasar
yang adil, penguatan kelembagaan, dan
infrastruktur pendukung yang
memadai.

Saran penelitian ini ditujukan
kepada; (1) pemerintah daerah, untuk
memprioritaskan integrasi kebijakan
hilirisasi, meningkatkan alokasi
anggaran pemberdayaan yang
berkelanjutan, dan membangun
kemitraan strategis dengan pihak
swasta dan lembaga keuangan; (2)
masyarakat, khususnya petani dan
pelaku UMKM, untuk meningkatkan
kapasitas diri dan memanfaatkan
teknologi digital dalam pemasaran; (3)
peneliti selanjutnya, untuk
mengembangkan kajian dengan
pendekatan mixed methods guna
mengukur dampak ekonomi
pemberdayaan secara lebih terukur,
atau memperluas cakupan wilayah
sebagai studi perbandingan.
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